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Karyawan PLN Minta
Judicial Review UU Listrik

KAT Pekerja PT PLN (Persero) (SP-PLN) m'o;\gaju!ta_n
i kep]ada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial

s W&@Uudang—Undang(UU)NomorZOtahunZOOZtentang,

“meuummmmm.mm_mmm
o PLN karena diberlakukannya sistem wabundling (pemecahan unit usaha).
Hal tersebut terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin
othehnaMahkamahKonsﬁh;si.DjimlyAsstudlqleleedngPR.Jakam. |
kemarin. :
Dalam kesempatan itu, Maj is hakim sempat mempertanyakan apakah
pemohonmdidalreviewdil:ua’;kanolehadanyauu NogO.Menuthsmq
SP PLN, Daryoko, hal utama dalam pengajuan gugatan ini bukar soal nd%l
atau tidak rugi. Melainkan, isi UU tersebut dinilai bertentangan 1 dengan U t
1945.Kumim.SPPLNmndesak§garUQKab(|agdlSMKan tersebu
dimjstSidangMahkamahKonsﬁmsgkamannamnyadmndapenl:ba-
hasannya karena majelis hakim meminta tiga penggugat melakukan kon-
 solidasi.(MAF)
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Pekerja PLN Terancam
UU Ketenagalistrikan

JAkArRTA, KOMPAS — Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Ke

dinilai akan mengancam nasib
karyawan PT Perusahaan Lis-
trik Negara (PLN) karena dapat
menimbulkan pemutusan hu-
bungan kerja di perusahaan ter-
sebut. Hal itu disebabkan unit
usaha yang selama ini dikerja-
kan PLN akan diserahkan ke-
pada pihak lain.

Demikian mengemuka dalam
sidang Mahkamah Konstitusi
mengenai pengujian UU Nomor
22 Tahun 2002 terhadap Un-
dang-Undang Dasar 1945 di Ja-
karta, Kamis (15/1). UU Nomor
22 Tahun 2002 akan membagi
usaha ketenagalistrikan yang
selama ini dimonopoli oleh PLN
menjadi tujuh usaha.

Penasihat hukum Serikat Pe-
kerja PLN dan kelompok pen-
siunan PLN mengemukakan hal
itu setelah Hakim Agung Laica
Marzuki menanyakan argumen
pemohon sehingga menyatakan
bahwa telah merugi akibat di-
terbitkannya UU Nomor 22 Ta-
hun 2002. Menurut Laica, sesuai
dengan UU Mahkamah Kon-
stitusi, harus ada alasan keru-
gian sehingga pemohon meng-
ajukan gugatan terhadap un-
dang-undang yang diterbitkan
pemerintah.

Sidang yang diketuai Ketua
Mahkamah Konstitusi Jimly
Asshidigie merupakan: sidang
gabungan dari tiga pihak yang
melakukan permohonan peng-

ujian terhadap UU Nomor 22
Tahun 2002. Ketiga pemohon
adalah Asosiasi Penasihat Hu-
kum dan HAM Indonesia, Se-
rikat Pekerja PLN, dan pen-
siunan PLN.

Kebagian distribusi

Sebelumnya, Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Serikat
Pekerja (DPP SP) PLN Ahmad
Daryoko mengatakan, pemisah-
an fungsi usaha ketenagalistrik-
an diamanatkan UU Ketenaga-
listrikan, hanya menyisakan
usaha distribusi bagi PLN.
Fungsi lain, seperti pembangkit;
transmisi, distribusi penjualan,
agen pen]ualan pengelola pa-
sar, dan pengelola sistem harus.
diserahkan kepada pihak lain. .}

- Pasal 16 menyebutkan usaha
penyediaan tenaga listrik sebar
gaimana dimaksud Pasal 8 Ayat
2 dilakukan secara terpisah oleh
badan usaha yang berbeda.
Konsekuensinya, pengelolaan’
ketenagalistrikan yang selama
ini dilakukan PLN secara ter-
integrasi vertikal akan dxplsah-
kan menjadi berbagai jenis usa-
ha dan diserahkan ke badan
usaha lain.

Daryoko menambahkan, de-
ngan tarif listrik tu]uh sen dol-
lar AS per kilowatt jam (kWh)
saat ini, pihak asing akan lang-
sung mencaplok pembangkit
PLN. Sebab, tarif listrik yang
telah dinaikkan pemerintah su-
dah menguntungkan bagi in-
vestor asing. (VIN/BOY)
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dapat kandungan minyak dan gas serta
batu bara. Sedangkandlleplpanmba‘-

kembang tambak-tambak udang berorien- -

tasi ekspor ke Jepang dan Singapura,” kata
Walikota Tarakan H Jusuf SK.

Produksi minyak di Tarakan mencapai

2.300 barel per hari, sedangkan produksi '

gas rata-rata mencapai 23 juta SCF (Stan-

dard Cubic Feet) per hari. Sedangkan ca-

dangan minyak yang belum dieksploitasi
diperkirakan mencapai 100 juta barrel dan
cadangan gas mencapai 500 miliar SCF.
Sementara potensi di bidang perikanan
telah menghasllkan yakni _perikanan
tangkap mencapai sekitar 5.000 ton per
tahun, budidaya tambak udang sekitar
3.000 ton per tahun, dan budidaya air ta-
war atau kolam sekitar 30 ton per
"Dampak dari majunya bisnis di Tarakan,
pendapatan per kapita penduduk pulau
Tarakan mencapai 1.100 dolar AS per

tahun. Kinerja nuberadadnalasma-m-

pendapatan per kapita penduduk Indone-
sia ,” kata Walikota.

Pulau Tarakan memang sedang terjadl
pembangunan kontruksi dan properti yang
besar-besaran. Saat ini, begitu keluar dari
Bandara sedang dibangun parit besar ke

laut, di dalam kota banyak pembangunln g

kontruksi dan properti. Di. pmggu-plnxg;r

jalan tampak parkir ala;alat berat guna
menunjangpembangunankontmks: 5
Minyak dan gas di Tarakan sudah dite-
mukan tahun 1896 pada masa dinasti Kera-
jaan Tidung (Tengara) dipimpin oleh Putra

SLﬂtngamMmlana.Kekayaannunyakv

itu kemudian dieksploitasi oleh perusahaan
Belanda yakni Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Company scjak tahun 1899.

Sedangkan bisnis tambak udang dimu-
lai sejak tahun 1997 ketika krisis ekonomi.
terjadi di Indonesia. Untuk membangun
tambak udang di pesisir pantai 'kaan.

para pengusaha telah membabat 2.700 Ha

hutan mangrove.

Padahal hutan mnngrove itu berfungsi
sebagai ekosistem berbagai jenis ikan,
udang, kepiting, kerang, dan reptil serta

mendukung. Di dalam bumi Tarakan ter-

. dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan

. Untuk mengopemsman jaringan listrik,
PLN banyak menggunakan suku cadang
yang dibeli dengan mata uang dolar AS.
"Akibat perubahan kurs dolar AS-terhadap
rupiah, tarif PLN turun dari tujuh sen dolar
AS menjadi dua sen dolar AS. Biaya
operasi listrik dari Rp160 per KWH men-
Jjadi 2.200 per KWH. Sementara, pemerin-

Jawa dan’ Bali,” kata Herman Damel KWH,
Ibrahim, Direktur Transrmsx dan Dis-
tribusi PT (Persero) PLN. W,
Pada saat krisis, kclangkaan hstnkler- mvestasi pen
Jjadi juga di pulau Tarakan. "Akibatnya, = cnaga cise
dalam satu mingguy, listrik menyala dua Rp100
hari dan padam satu hari begitu seterus-
nya. Bisnis terganggu dan masyarakat se- =
ring melakukan demo hanya karena listrik
sering padam,” tutur Walikota Jusuf.
Penerapan otonomi daerah melalui UU
No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

Keuangan antara Pemerintah Pusat de-
ngan Daerah telah menyebabkan kemam-
puan finansial pemerintah Tarakan untuk
melakukan pembangunan ekonomi men-
jadi tinggi. Tapi kurang didukung oleh ke-
mampuan energi, khususnya listrik.

Pengelolaan Listrik Regional

Walikota Tarakan kemudian melakukan
pembicaraan dengan PLN bagaimana
caranya agar pasokan listrik tidak sering
mengalami pemadaman. Pihak PLN ke-
mudian menjelaskan bahwa tarif dasar lis-
trik (TDL) yang ditetapkan pemerintah
menyebabkan PLN tidak mampu me-
layani pengoperasian listrik secara ba™,,
terutama di daerah-daerah vauy javh aari 7
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Tanggapan PT PLN
untuk Effendi

MENANGGAPI surat dari
Bpk. Effendi di Gg. Sukaleueur
No. 135/198-ART 7 RW 2 Ban-
dung ("PR", 29/12) berjudul,
"Mohon Penjelasan dari PT PLN",
kami jelaskan sbb.: ;

1. Pada 11 Desember 2003
mengajukan pengaduan atas tagi-
han rekening bulan Desember
2003 sebesar Rp 144.510,00, den-

.gan posisi stand kwh bayar 18044-
17784=260 kwh.

2. Sesuai dengan data yang ada
di setempat mengalami penggan-
tian pesawat kwh meter (periodik)
dengan data bongkar sbb.: i

Dibongkar: 17811 (pesawat kwh
meter lama) 30 Oktober 2003.

. Dibayar: 13784 (tagihan reke-
ning bulan November 2003).

Kekurangan: 27 kwh.

Sesuai dengan kesepakatan tag-
ihan rekening bulan Desember
2003. diubah dengan rekening
pengganti menjadi Rp 27.415,00
angka meter yang tertagih sampai
dengan angka bongkar kwh meter.

3. Kesalahan penetapan stand
meter diakibatkan tidak berhasil-
nya mutasi stand meter yang se-
harusnya tertagih adalah dengan
posisi: ;

Stand kwh akhir: 99974 (stand
koreksi meter lama).

Stand kwh awal: 81 (stand baca
meter baru)

kwh seharusnya: 108 kWH

4. Mengenai pelanggan akan
membayar sisa kekurangan kwh
yang pada prinsipnya kami siap
menerima dan tidak akan meno-
lak.

- Adanya pemikiran bahwa
kelebihan kwh yang akan dihitung
tarif Blok 3 (Rp 495,00) kami akan

hitung sesuai dengan pemakaian
yang sebenarnya.
- Kami selalu berusaha agar ke-
jadian ini tidak terulang kembali.
Mohon maaf atas kesalahan ini
dan atas segala perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.

Humas PT PLN (Persero)
APJ Bandung :
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PERJALANAN KARAHA BODAS

 nyamasihjalan. @
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Tak Jera Gagal Perantara

Pertamina mengandalkan Konvensi New York agar
takmembayargantirugidalamkasus KarahaBodas.
Kalautak segerabayar,argo makinbertambah.

KATA berunding, dalam kamus Karaha
Bodas Company, sudah terhapus. Kara-
ha Bodas, demikian perusahaan patungan
Indonesia-Amerika ini selanjutnya kita
sebut, memilih cuek ketika Pertamina
mengajak bertemu. Sikap ini bertolak bela-
kang dengan Pertamina, yang masih sela-
lumencari cara agar bisa "berdamai”. Bah--
kan, BUMN kuda laut itu kini tengah
mencari penghubung baru yang bisa men-
cairkan kebekuan komunikasi dengan
pemegang saham Karaha Bodas.

Yang disebut-sebut sebagai kandidat
baru adalah senator Republik dari Nega-
ra Bagian Texas, Amerika Serikat. Disitu
ada nama Kay Barley Hutchison dan;John
Cornyn. Mereka dipilih karena satu di
antara pemegang saham Karaha Bodas,
Florida Tower & Light, berasal dari
kawasan para koboi itu. Harapannya, sang
senator bisa membuka pintu Florida
Tower yang sudah tertutup rapat. Siapa
yang akan dipakai? ”Kami masih menim-
bang-nimbang,” kata Simson Panjaitan,
anggota tim hukum Pertamina.

Pemilihan senator dari Texas itu juga
berdasarkan pertimbangan politis. Presi-
den George W. Bush berasal dari wilayah
itu. Saudara lelakinya adalah Gubernur
Texas. Harapannya, masukan dari sang
senator akan mengubah sikap tak acuh
Washington terhadap kasus ini. Gedung
Putih sebelum ini selalu bilang tak punya
tangan yang bisa mencampuri pengadil-
an. Namun Simson mengakui, biarpun
memakai senator asal Texas, tak ada jamin-
an lobi bakal oke dan senatornya mau
melakukan itu. "Yang penting kami ber-
usaha dulu,” katanya. :

Kegagalan memakai senator sebagai
penghubung rupanya tetap tak membuat
Pertamina jera. Menjelang Natal lalu,
ketua tim Pertamina untuk penyelesaian
kasus Karaha, Alfred Rohimone, dibantu
seorang senator juga berusaha "berdamai”
dengan Karaha Bodas. "Nama senatornya
Johnson,” kata Alfred, yang juga Direktur
Keuangan Pertamina, kepada GATRA.
Hasilnya memble. Sang senator tak punya
kemampuan seperti yang diharapkan.

”Kami salah pilih orang,” katanya.

Karena itu, Alfred kemudian melon-
tarkan kalimatyang, bagi sebagian orang,
mungkin tak populer. Menurutdia, pem-
bayaran ke Karaha Bodas sebaiknya sege-
radilakukan. Alasannya, makin lama kasus
ini berjalan, argo yang mesti keluar dari
kocek Pertamina bakal makin bertambah.
Keterlambatan pembayaran dikenai den-
da4% per tahun, dihitung sejak keputus-
an arbitrase Swiss, Desember 2000. Hing-
ga akhir tahun lalu saja, tagihan Karaha
Bodas sudah membengkak jadi US$ 290
juta dari nilai semula US$ 261 juta. Belum
lagi ongkos pengacara yang juga bakal
membubung bila kasus di pengadilan dite-
ruskan. Pertamina sudah mengeluarkan
duit sekitar US$ 14 juta untuk ongkos
pengacara.

Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Purnomo Yusgiantoro menyata-
kan, keputusan bayar itu belum jadi opsi
utama. "Masih akan terus diusahakan,”
katanya. Keputusannya bakal seperti apa,
kata Purnomo, akan dikonsultasikan kepa-
da Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sambil menunggu keputusan dari orang
nomor satu di Indonesia itu, proses hukum
tetap dilakukan.

Untuk menghadapi sidang banding di
Pengadilan New Orleans, Texas, 21
Januari mendatang, tim hukum Pertami-
na sudah melakukan antisipasi. Mereka
membawa bukd penting yang didasarkan
pada Pasal V 1e Konvensi New York. Isi-
nya menyebutkan bahwa putusan arbitra-
se internasional dapat dibatalkan jika
belum mengikat atau ditolak oleh putu-
san pengadilan tempat keputusan dibuat
atau di negara yang hukumnya dipakai
sebagai dasar hukum perjanjian. Pertami-
na sudah mengantongi putusan Pengadil-
an Negeri Jakarta Pusat pada 2002, yang
membatalkan putusan arbitrase Swiss.

Penggunaan bukd itu diperkuat dengan
pendapat dua pakar hukum asal Sekolah
Hukum Yale, yakni Profesor Van der Barg
dan Profesor Michael Reismen, yang dike-
nal sebagai ahlinya Konvensi New York.
Mereka berpendapat bahwa perjanjian
antara Karaha Bodas dibuat berdasar
hukum Indonesia, sehingga sesuai dengan
Konvensi New York tadi, arbitrase Swiss
bisa dibatalkan. Bukt lainnya adalah pem-
bayaran asuransi US$ 75 juta dari Lloyd
of London, perusahaan asuransi asal Ing-

. gris. ”Ini bukti penting, karena Karaha

bohong saatdi arbitrase Swiss,” kata Sim-
son. Saat sidang arbitrase di Swiss, Kara-
ha Bodas menyatakan proyek tak diasu-
ransikan. :

Sidang di New Orleans tadi bertujuan




SULHAN SYAFII

KILANG MINYAK KARAHA BODAS YANG SUDAH TAK BERFUNGSI

KARAHA ‘BODAS

PURNOMO YUSGIANTORO

menguji kembali laik atau tidaknya hasil
arbitrase internasional di Jenewa, Swiss,
yang memenangkan gugatan Karaha
Bodas ke Pertamina. Sidang itu adalah lan-
jutan dari pengadilan Houston, Texas,
yang memenangkan Karaha Bodas. Hous-
ton mengukuhkan kembali keputusan
arbitrase Swiss. Pertamina wajib memba-
yar US$ 261 plus bunga USS$ 29 juta.
Sehingga totalnya US$ 290 juta.
Pertamina berharap bisa memenang-

kan perkara, atau setidaknya cukup mem-
bayar US$ 111 juta, setara dengan inves-

.tasi yang sudah ditanamkan Karaha.

Namun bekal Pertamina itu diakui Sim-
son masih mengandung lubang. Keputus-
an Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum
final, karena perkara masih berlanjut ke
tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).
”Sudah setahun di MA, tapi nggak ada
putusan,” katanya. "Ini kepentingan nega-
ra, MA seharusnya mempercepat putu-

san,” iamenambahkan. )
Di luar itu, Pertamina juga beperka
dengan Karaha di pengadilan tingkat
. kedua diNew York. Sidangnya 29 Janua-
ri nanti. Materinya menindaklanjuti putu-
san pengaddilan New York, 17 Desember
lalu. Ketika itu hakim meminta dilakukan-
nya verifikasi 22 rekening atasnama Per-
tamina yang sudah dibekukan di Bank of
New York dan Bank of America, sebesar
US$ 650 juta. Kuasa hukum Pertamina
ketika itu menyebut hanya 5% dari fulus
yang diblokir itu milik Pertamina, sisanya
milik Pemerintah Indonesia. Jakarta ber-
harap, 95% duit milik pemerintah itu
dicairkah, atau seddaknya hanya US$ 290
9 juta yang dibekukan.
2  Dariduasidangitu, kata Simson, yang
£ lebih menentukan adalah sidang di New
Orleans. "Kalau di New Orleans kami
menang, putusan arbitrase Swiss guﬁr,”
katanya. ”Pertamina tak perlu bayar,” kata-
nya lagi. Kalau di New Orleans kalah,
masih ada jalan mencari keadilan ke Supre-
me Court (setingkat MA di Indonesia).
Tapi tak semua kasus, kata Simson, bisa
diajukan ke MA. Hanya yang menyang-
kut keamanan negara yang biasanya bisa
diajukan. Maka, Simson sangat berharap
di New Orleans menang. Sehingga tak
perlu lagi berusaha keras menuliskan kem-
bali kata berunding dalam kamus Karaha
Bodas Company. @
IRWAN ANDRI ATMANTO DAN ASTARI YANUARTI
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